BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR  #38 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kedua
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan
Ketenagakerjaan, Bupati diinstruksikan antara lain
untuk menyusun dan menetapkan regulasi untuk

mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di wilayahnya;,

b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial




Mengingat

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten
Banyumas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2




Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1513);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2023 Nomor 79) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten
Banyumas dengan susunan Tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempuyai tugas :
a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah
Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan ;




b. merumuskan kebijakan teknis pengelola keuangan
daerah sebagai bahan peyusunan naskah Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Pekerja Rentan;

c. merumuskan kelompok pekerja yang masuk dalam
pekerja rentan dan meyusun naskah Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Pekerja Rentan;

d. melakukan pembahasan naskah Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi

Pekerja Rentan,

e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana
penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 3 1 WAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2383 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

NO. JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM

(1) (2) (3) (4)

1 | Kepala Dinas Sosial dan Pengarah
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyumas

2 | Sekretaris Dinas Sosial dan Penanggung
Pemberdayaan Masyarakat dan Jawab
Desa Kabupaten Banyumas

3 | Kepala Bidang Pemberdayaan Ketua
Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyumas

4 | Penggerak Swadaya Masyarakat Wakil Ketua | Dewi Kusmayanti,
Ahli Muda pada Dinas Sosial dan S.H
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyumas

S | Perancang Perundang Undangan Anggota Lidia Puspita
Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sukarno, S.H
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas




2 3 4
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Anggota Drs. Rochman
Perekonomian dan Sumber Daya Legowo
Alam pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Anggota Ari Purwoko Widji
Kesejahteraan Rakyat pada Utomo, SKM,
Sekretariat Daerah Kabupaten MPH
Banyumas
Analis Program Pemberdayaan Anggota Meilina Wijayanti,
Masyarakat dalam Penanganan S.P
Masalah Sosial pada Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banyumas
Staf pada pada Dinas Sosial dan Anggota Hangga Aditya
Pemberdayaan Masyarakat dan Harnanto
Desa Kabupaten Banyumas
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